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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1  PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Tata Cara 

Penunjukan Arbiter, Hak Ingkar, Proses Pemeriksaan Pendaftaran Pelaksanaan 

dan Pembatalan Arbitrase yang memberi kewenangan kepada Pengadilan 

Agama untuk membatalkan putusan BASYARNAS tidak tepat secara yuridis, 

Kedua PERMA tersebut bertentangan dengan Pasal 24 (a) ayat (5) Undang-

Undang Dasar 1945, bahwa  lembaga dan pejabat di bawah naungan Mahkamah 

Agung harus menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang, selain itu 

benturan juga terjadi dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung 

Tahun 1985. Dengan demikian  Materi muatan kompetensi haruslah 

dicantumkan dalam undang-undang, bukan peraturan setingkat Perma yang 

hanya bisa mengatur suatu substansi yang belum diatur oleh Undang-Undang. 

Substansi PERMA tersebut harus selaras dengan ketentuan Pasal 72 Undang-

Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(AAPS) yang mengatur Pengadilan Negeri menjadi pihak yang berwenang 

dalam menangani perkara arbitrase termasuk dalam Arbitrase Syariah, 

 

5.1.2 Pengadilan Agama tidak berwenang untuk melaksanakan 

pembatalan putusan Basyarnas, disebabkan oleh kompetensi Pengadilan Agama 

telah ditentukan oleh Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Pengadilan Agama tidak bisa dijadikan menyelesaikan permasalahan arbitrase 

apabila Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan menetapkan 

pembatalan Putusan Basyarnas, keberadaan Undang-Undang tersebut tidak 

menjadi legitimasi kewenangan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara 

dengan pokok permasalahan non-litigasi.Kedua Perma tidak tepat secara yuridis 
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untuk mengatur terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam membatalkan 

maupun melangsungkan Putusan Basyarnas dan kewenangan Pengadilan Agama 

harus berlandaskan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, hal ini 

dikarenakan keberadaan PERMA overlaping atas ketentuan Undang-undang  

yang ada, seperti pasal 24A (a) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi 

Republik Indonesia yang mengatur Mahkamah Agung  dengan Undang-Undang. 

Kompetensi peradilan agama sudah ditentukan oleh undang-undang. 

Maka seharusnya Pembatalan Putusan Basyarnas mengikuti ketentuan 

yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu kepada Pengadilan Negeri. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Sengketa ekonomi syariah harus melalui ketentuan yang diatur oleh 

undang-undang dengan jelas, khususnya dalam hal pelaksanaan dan pembatalan 

putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka Pemerintah maupun Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR RI)  sebaiknya membentuk Undang-Undang Arbitrase 

Syariah atau melakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan menambahkan 

kebijakan yang mengatur prosedur pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

yang jelas.  

5.2.2  Mahkamah Agung dan lembaga di bawahnya sebaiknya wajib 

memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang, Mahkamah Agung dan 

lembaga di bawahnya berikut pejabat dalam pengadilan, Pasal 72 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa telah mengatur kewenangan di Pengadilan Negeri, sehingga 

sebaiknya pembatalan putusan Basyarnas dilakukan di Pengadilan Negeri, 

sesuai dengan ketentuan undang-undang, di lain sisi juga Peran legislator 

dibutuhkan untuk melakukan pembaharuan Undang-Undang terkait arbitrase, 

agar sesuai dengan kondisi saat ini. 
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